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Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan 

bersama. APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari 

RKPD Tahun 2024 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.  

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 

NRI Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; 

UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 

Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU 

Nomor 9 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 

Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 

2012; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP 

Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 56 

Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; 

PP Nomor 37 Tahun 2023; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; 

Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 

2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 15 

Tahun 2023; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 

Tahun 2020. 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 yang 

terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 

daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar 

Rp2.140.697.526.142,00 yang bersumber dari pendapatan asli 

daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.198.848.109.568,00 

yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, 

dan belanja transfer. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan 



pembiayaan sebesar Rp290.150.583.426,00 dan pengeluaran 

pembiayaan sebesar Rp232.000.000.000,00. Peraturan Daerah ini 

juga mengatur keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam 

pelaksanaan APBD serta penjabaran APBD melalui Peraturan 

Bupati. 

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 

Desember 2023 

 

 


